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ABSTRAK 

 Indonesia dengan wilayahnya yang luas memerlukan penataan ruang yang 

baik terutama untuk  perumahan dan pemukiman. Penggunaan lahan pertanahan 

yang semakin sempit diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat 

sehingga pemerintah dan pelaku usaha membangun rumah susun/flat. Berbeda 

jauh dengan penataan ruang tata kota Singapura yang lebih rapi. Hal tersebut 

dikarenakan Negara Singapura mengenal konsep kondominium lebih awal. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan perbandingan hukum. 

Tujuan perbandingan hukum tersebut ialah untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan pengaturan rumah susun/flat menurut sistem hukum di Indonesia 

dengan di Singapura, serta memahami hal-hal yang diatur dalam pengaturan 

rumah susun/flat menurut sistem hukum di Singapura yang dapat diadaptasi oleh 

peraturan perundang-undangan tentang rumah susun sesuai dengan ideologi 

demokrasi Pancasila di Indonesia 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan perbandingan 

hukum. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan 

menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. 

Metode perbandingan hukum merpakan penelitian dengan membandingkan unsur-

unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan sebab 

terjadinya perbedaan serta mengadaptasi beberapa ketentuan atau unsur sistem 

hukum yang lebih baik guna diterapkan pada negara yang bersangkutan.  

Hasil perbandingan hukum tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan 

dari substansi, struktur hukum dan budaya hukum. Perbedaan yang mendasari 

klasifikasi substansi ialah pada perbedaan penguasaan tanah oleh Negara 

Indonesia dan pemilikan tanah oleh raja (pemerintah). Perbedaan tersebut 

berpengaruh terhadap macam-macam hak atas tanah serta jangka waktu hak atas 

tanah.  Pada klasifikasi struktur di Indonesia terdapat perbedaan yang dapat dilihat 

dari jumlah struktur hukum di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di 

Singapura. Pada klasifikasi budaya hukum terdapat perbedaan yang terlihat pada 

kesadaran hukum pada kedua Negara Pembanding yang mana kesadaran hukum 

masyarakat Singapura sangatlah patuh atau taat pada aturan yang dibuat oleh 

Pemerintah Singapura.  

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Rumah Susun, Hukum Indonesia, Hukum 

Singapura



vii 
 

Comparative Legal Study between Regulation of Flats According to Indonesian 

Law of Flats and According to the Singapore Law  

Yurika Dibba Destari Deiredja 

1087038 

 

ABSTRACT 

 Indonesia with a vast territory requires good spatial planning, especially 

for housing and settlement. Land used more narrow accompanied by the rapid 

population growth so that the government and entrepreneurs build flats. In 

contrast to the arrangement of urban space neater in Singapore. Because 

recognize concept of condominium earlier than Indonesian. The purpose of 

comparative legal study is to determine the similarities and differences in 

regulation of flats according to the legal system in Indonesia and Singapore, as 

well as understand the things that are set in the condominium/flats according to 

the legal system in Singapore that can be adapted by legislation of the flats in 

accordance with the ideology of democracy based on Pancasila in Indonesia. 

This study uses a juridical-normative and comparative law. Normative 

method is a method of research by analyzing the data and connect with applicable 

law. Methods of comparative law research is a  research by comparing the 

elements of the legal system in several countries in order to get the reason why 

the differences and adapt some of the terms or elements of a better legal system to 

be applied to the concerned country. 

The results of comparative law found similarities and differences of 

substance, legal structure and legal culture. Differences underlying the 

differences in the classification of the substance is control of land by the State of 

Indonesia and the ownership of land by the king (government). These differences 

affect the kinds of land rights and land rights period. From persepctive of legal 

structure, in Indonesia the amount of legal structure is much more than 

Singapore. From perspective of legal culture, the difference can be seen from legl 

awareness of Singaporean is better than legal Indonesian. 

 

Keywords: Comparative Legal Study, Flats, Indonesian Law, Singapore Law  
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